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NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS BUPATI BANYUMAS,

NOMOR 10 TAHUN 2005 Menimbang : & bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Momor |7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayznan
Kartu Penduduk, sudah tidak sesuan dengan

TENTANG perkembangan kezdaan, sehinggz perlu ditinjau
kembali:
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN PENDUDUK b, kahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

menctapkian kembali Peraturan Dacrah tontang
Retribusi Pengpantian Biaya Celak Pendaftaran
Penduduk dengan "eraturan Daerah.

Mengingat  : 1. Undeng-undang MNomoer 13 Tshun 1930 ientang
Pemberitukan  Dagrah-dasreh  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembzran
Megara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Megarn
tanggal & Agustus 19507



. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Reépublik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomoer 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Momaor 3209 );

. Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685}, sehagaimana telah
diubah dengen Undang-undang Momor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan [ embaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembontukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Tahun 2004 Momor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrgh (Lembaran Negera Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubeh dengan
Peraturan Pemerinizh Pengganti [Indang-undang
Nemar 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 MNomor 38, Tambahnn Lembaran Negara
Nomor 4493),

. Peraturan Pemerintah Nomer 77 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-lUndang Momor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lemburan Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 3258),
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10.

11

12.

13,

14.

Persturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 1998
tentang Penyerahan Sehagian Urusan Pemeriniah di
Bidang Penyelenggarazn Pendaftaran Penduduk
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998
Nemor 45, Tambahan Lemberan Negara Nomor
4139);

Peraturan Pemerintahh Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dasreh ( L2mbaran Negara Tahun
2000 Nemor 119, Tambahan Lembaren Negara
Nemor4139),

Peraturan Menteri Dalam Megent Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik  Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusar Menteri Dalans Negeri Nomor 174
Tahum 1997 twentang Pedoman dan Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retnbuasi Daerah;

Keputusan Mentert Dalam  Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

Keputuszn Mentert Dalam Negeri Momor 119
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retnbusi Duerah Tingkat | dan Daerah Tingkat [1;

Peraturan Dasrzh Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor |1 Tehun 1985 (lentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Padz Pemerintah Kabupaten Daeiah
Tingkat I Banyumas (Lembaran Dazarah Kahupaten
IJaerah Tingkat [T Banyumas Tahun 1986 Nomor 5
SenD)



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS
dan

BUPATI BANYUMAS

MEMITUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN
PENDUDUK

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Deerah ini yang dimaksud dengan :

e . oy

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Daerahadalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati edalah Bupali Banyumas.

Badan / Diras 7 Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab cdi Bidang
Kependudukan.

Pendafiaran Penduduk adalah proses pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
penduduk rentan Administrasi kependudukan (Adminduk) seria
penerhitan dokumen penduduk berupa ideniiies, karlu, alau surat
keterangan kependudukan.

Kertu Keluarge yang selanjuinya discbut KK adalah kartu identitas
keluarpa vang memuat dats tentang nama, susunan, dun hubungan
dalam keluarga serta karakteristik keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang sclanjutnya discbut XTP adalah kartu
bukti diri sehagai legitimasi penduduk yang diterbitkan olch
Pemenntah Kabupaten Banyumas.
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Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya
disebut SKPPS adalah surat bukti dinn yang wajib dimihiki cleh
penduduk  Warga Negara Asing yang belum memiliki surat
keterangan . kependudukan (SKK) durt Kantn Imigrasi dan tidak
merupakan bukti kependudukan, melainkan bukti pendafraran diri
Kartu Ketcrangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut
KKBT adalah Sumal! kartu bukt dini yvang wajib dimiliki oleh
penduduk musiman.

Retribusi Deerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin (ertentu
vang khusus disediakan oleh Pemerimtah Naerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adelah orang Pribadi yang menurut Peratuman
Perundang-undangan Rerribusi diwajibkar uniuk - melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah.

Masa Retribusi adalah suatu jangka wakuu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaathkan jasa pelsyanan
pendaftaran penduduk.

Surat Ketetzpan Retribusi Daerah yang selanjulaya disingkat SKRD
adzlah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
lerutang.

Surar Tagihan Rewibusi Daerah yang selanjuinya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/aau sanksi
administrasi berupa bunga dan /atau denda.

BAB 11
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Déngan namé Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk
dipungul totribusi scbagai pembayeran atas produk/esa Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.



: Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Dacrah di bidang pelayanan Pendaftaran Penducuk.

(2) Obvek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat ( | ) meliputi:
a. Pelavanan KK
b. Pelavanen KTF;
¢. Pelavanan SKPFS,
d Pelayanan KKBT
Pasal 4
(1)  Subyek Rewribusi adalah oreng pribadi yang teleh memenuhi syarat
tertentu yang menppunakan atau menerima jasa pelayanan KK, KTP,

SKEPPS dan KKET.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajih membayar retribusi
karena mengzunakan jasa pelavanan pendaftaran penduduk.

BAR 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pusaul 5

Retribusi Penggartien Biaya Cetak Pendaftaren Penduduk digolongkan
sehagal retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan di
bidang pendafiaran penduduk vang diterbitkan.

BABY
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetk pendafiaran
penduduk adalah untuk mengganti biaya cetak rermasuk lepalisasi dan jasa

pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

Pasal 8

Strukiur dan besamya tarif retribusi penggantian biaya cetak pendafiaran
penduriuk adalah sebagai berikut:

a. KTP:

KTP WNI sebesar Rp. 5.000,-  hmaribu rupiah);

KTPWNA sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);

K TP WNI Program SIAK Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah),;
KTP WNA Program SIAK Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu
rupian),

g By e

b KK:

. KK untuk WNI sebesar Rp, 3.000,- (tiga riburupiah ):

KK untuk WNA cebesar Rp 25000, - (dua puluh lima niburupiah),

. KK uniuk WNI Program SIAK Rp. § 000.- (lima ribu rupiah);

. KK untuk WNA Program STAK Rp. 25.000.- (dua puluh lima ritu
rupiah).

c. SKPPSsehesarRp 25 000~ duapuluh lima ribu rupiah),

d. KKBTsehesar Rp2 000,- ( duaribu rupiah).



BAB VI
TATA CARA PEMUNGLTAN

Pasal 9
(1) Pemungutan Retibusi iidak dapal diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.

(3) Semua hasil pemungutan retribusi Penggentian Biaya Cetah
Pendaftaran Penduduk d: setor secara brute ke Kas Daerah Kabupaten

Banyumas,

BAB VII
WILAYAH PEMEUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang ferutang dipungut di Dacrah tempat pelayanan pendafiaran
penduduk diberikan / diterbitkan.

BAR VI
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pagal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya KK, KTP, SKKPS dan
KKBT.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada eaat diterbitkan SKRD atau Dokumen [3in
yangz di persamahan.

(Fd]

(3}

(1

g BAR IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran retribusi yang lerutang harus dibayar sckaligus.
Retribusi terulang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang disamakan.

Teta cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi
diatur ¢engan Peraturan Bupati.

BABX
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 14

Bupati herdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan refribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (|) dengan memperhatikan
kemampuan wajibretribusi.

lata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi”
ditetapkan oleh Bupali.

BAB XI
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pagal |5

Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
{tiga) tahun terhitung sejak saat termangnya retribusi, kecuali apabila
wajib retnbusi melakukan tindgk pidana di bidang retribusi.
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(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila;
a diterbitkansuratteguran, atau:
b, ada pengakuan utang retribusi darl wajib retribusi haik langsung
maupun tidak langsung.

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminismasi berupa bunga sebesar 2% (dua
perser) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kwiang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD,

~ BABXIN
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1] Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, schingya
merugikan kenangan Daerah diancam pidans kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling benyak 4 (empat] kali jumlah
Retribust terutany.

(2) Tindak pidana sebagaimane dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(h

)

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintaly
Daerah diben wewenang khusus szbagai peryidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.

.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan mensiiti keterangan
atan laporan herkenaan denpan tindak pidana dibidang Retribusi
Dacrah ager keterangan ateu leperan tersebut menjodi lengkap
dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi tentang kebenaren perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Dacrah tersebut;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah ;
Memeriksa buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan lindak pidana dibidang Retibusi Daerah,
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bSahan bukt
pembukuan, pencatamn, dan dokumen-dokumen lai, scria
melekukan penyitaan terhadap behan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan usas
penyidikar tindak pidana di bidang ret-ibusi Daerakh;

Menyurih herhenti, melarang sesenrang meninggalkan nuangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedong berlengsung dan
memeriksa identitas oreng dan atan dokumen yang di hawa
scbagaimana dimaksud pada hurufe:

Memotre: seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Dacrah,

I



i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebapai tersanpka atau saksi,

Menghentikan penyidikan;

Melzkukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah menurut
hukum yanp dapat diperanggungjawahbkan.

P

(3) Penyidik schagaimana dimaksud pada aynt (1), memberitahuken
dimulzinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikiannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acura Pidann.

BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Badan/Dinas/Tnstansi, bertanggung iawah atas pelaksanaan Peraturan
Daerahini.

(2) Penpawasan Umur atas pelaksanaan Peraturan Daerah inf dilakukan
oleh Pengawas fungsional Kabupaten Banyumas.

() Unmk kepentinpan pelaksanaan Pergturan Daerah sebegaimana
dimaksud pada gyat ( 1 ), diberikan biaya operasional yang besarnya
ditctapkan dengan Peraturan Bupati dan ditampung dalam Anggaran
Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XV1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daesah ini sepanjang mengenai
twknis pelaksanaannya diatur lebik lanjut oleh Bupati.

'

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas .Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan KTP
dinyatakan tidak berlaku lagi.
FPasal 22
Peraturan Daerahini mulai berlzku pada tanggal diundangkan,
Agar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Agustus 2005

BUPATI BANTUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada 1anggal 8 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KEABUPATEN BANYUMAS
td

SINGGIIT WIRANTO. SH,
NIP : 500 086 384

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BANYUMASNOMOR 2 SERIC
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
PENDAFTARAN PENDUDUK

I.  PENJELASAN UMUM

Bahwa administrasi Kependudukan mempunyai nilai yang
sangat strategis bagi penyelenggaraan pemeriniahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyamkat Schingga perlu adanya pengelolwan
pendaftaraan penduduk secara tertib dan akural yany meliputi, pencatatan
biodata penduduk. pencatatan atas peristina kependudukan, dan pendataan
penduduk rentan seria penerbitan dokumen penduduk berupa identitas,
keartn atau keterangan yang dikeluarkan oleh Unit kerja/instansi pengelola,

Bahwa dalam rangka pemberian pelayansnan pendafiaran
penduduk kepada masyarakat diperlukan dana yang tidak sedikir, sehingga
perlu adanya pamisipesi masyarakat dalam menurjang kelancaran
pemberian pelayanan lersebut yaitu berupa pungutan retribusi scbagai
penggantian biaye cetak. Peraturan Dacrah ini merupakan pengganti dari
Peraturan Dacrahh Kabupaten Banyumas Numor 17 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Kariv Tanda Penduduk (KTP), sehagai dasar hukum dalam
pemunguan rerribug] ersebut

Il.  PENJELASANPASALDEMIPASAL

Masal 1 - Pasal ini memua: pengertian istilah
vang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah mi. Dengan adanva istilah
tersebut dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang

bersangkutan, schingga aparatur dan
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Pasal 2 5/d Pasal 8

Pasal ayat(1)

Paszal 9ayat(2)

Pasal 10 s/d Pasal 22

masyarakal dalem melaksanakan hak
dan kewajibannya dapat berjalan
dengan lancar.

Cukup ielas.

Yang dimaksud cengan tidak dapat
diborongkan adalah seluruh proses
kegiatan pemungutan retribusi tidak
dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga,
namun dalam pengertian im bukan
berarti bahwa Pemerintah Dacrah tidak
boleh bekerjasama dengan Pihak
Ketiga. Dengan sangat sclcktif dalam
proses pemunputan retribusi
Pemerintah Daerah dapat mengsjak
kerjasama Badan-badan tertentu yang
karena profesionalismenya layak
dipercaya untuk ikut melaksanakan
sehagian tngas pemunguian jenis
retribusi sccara cfisien. Kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat
dikerjasamakan dengan Pihak Keuga
adilah kepiatan perhitungan besarnya
retribusi terhutanpg, pengawasan
penyetoran retribusi dan  penagihan
refribusi

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.



